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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

'NOMOR 7/ TAHUN 2019

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang .'

Mengingat

1.

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d~,-;f:~ ’
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 te'ntang_: :
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala .

Daerah, dan Besarnya Biaya Penunjang Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota

ditetapkan‘ berdasarkan klasifikasi Pendapatan = Asli .

Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan: Bupati
tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati Tahun Anggaran 2019; '

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah’ Tingkat II. di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822); _ |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 teritang

Perbendaharaan Negara (Lem;baran Negara Repub’lik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 43595);

¥




Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan daril Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Ref)ublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028); |
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 meor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan |
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik-
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran.

Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam N.(egeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengefolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Némor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2018 Nomor 8); o
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
ANGGARAN 20109. - ‘




BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow

. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow

. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati
Bolaang Mongondow | . |

. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD |

adalah Pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah'

dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. |

BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 2

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan wakil Bupati

diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas
Bupati dan Wakil Bupati.

(1).

Pasal 3

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap
bulan sebesar 1/12 dari Rp319.860.000,00 (tiga ratus
sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu -
rupiah) yaitu Rp26.655.000,00 (dua puluh enam juta
enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian‘
sebagaii berikut : »

a. Bupati sebesar Rpl15.993.000,00 (lima belas juta
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
setiap bulan ; dan |

b. Wakil Bupati sebesar Rp10.662.000,00 (sepuluh juta
enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) setiap
bulan. |

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi,

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan wakil

Bupatf.




Pasal 4

Rincian Penggunaan Biaya 'Operasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

a.

Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan
Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Daerah
lain, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, .
Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok
masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan
Wakil Bupati;
Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam
rangka pencegahah dan penanggulangan kerawanan
sosial yang disebabkan karena |
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatas dana,
konflik sosial, bencana yang menimpa
warga/masyarakat;
Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati
dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan gejolak dan konflik sosial di
masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler,
pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan
olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan
rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian aspirasi
kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu
tugas ‘Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan
sebagaimana dimaksud pada hutuf a, huruf b, dan
huruf c.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan wakil Bupati-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung

mulai bulan Januari 2019.



Pasal ;6
Penggunaan Biaya Penunjang O%)erasional Bupati dan Wakil
Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,
khususnya ‘berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan
tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan

dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IlI
PENDANAAN
Pasal 7 -
Dana untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan

Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2019.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari

Tahun 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal Jo0 #és 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /
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Diundangkan di Lolak

o Mmel 2019
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BERITA BAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

NOMOR....




